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Mengingat 

GUBERNUR ACEH 

PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR 02 TAHUN 2024 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar 
Harga Satuan Tahun Anggaran 2024; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 6841); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 112); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 
Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe 
Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG STANDAR HARGA 
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi 
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan 
Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh. 

3. Gubernur adalah Gubernur Aceh. 
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA 

adalah perangkat Pemerintah Aceh. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya 

disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Aceh yang 
ditetapkan dengan Qanun. 

6. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit 
barang/ jasa yang berlaku di Aceh. 

Pasal 2 
Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi SKPA 
dalam menyusun perencanaan anggaran belanja Aceh untuk Tahun 
Anggaran 2024. 

BAB II 
STANDAR HARGA SATUAN 

Pasal 3 
( 1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Standar Harga 

Satuan. 
(2) Standar Harga Satuan antara lain meliputi: 
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a. satuan biaya operasional; 
b. satuan biaya makan; 
c. satuan biaya pengadaan bahan makanan; 
d. satuan biaya honorarium; 
e. satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh; 
f. satuan biaya pengadaan pakaian dinas; 
g. satuan biaya lembur; 
h. satuan biaya sewa kendaraan; 
1. satuan biaya sewa gedung pertemuan; 
J. satuan biaya paket kegiatan rapat a tau pertemuan di luar 

kantor; 
k. satuan biaya konsumsi rapat; 
1. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 
m. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri; 
n. satuan biaya beasiswa; 
o. satuan biaya pemeliharaan; 
p. satuan biaya penerjemah dan pengetikan; dan 
q. satuan biaya lainnya. 

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 
( 1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan APBA. 
(2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPA; 
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 
c. bahan penghitungan pagu APBA. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Standar Harga Satuan berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 
b. estimasi/prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat 

dilampaui karena kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, termasuk karena adanya 
kenaikan harga pasar. 

(4) Dalam estimasi/prakiraan besaran biaya tertinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib mempertimbangkan 
prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabel. 

Pasal 5 
(1) Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai estimasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 
PEMUTAKHIRAN 

Pasal 6 

(1) Dalam hal terdapat Standar Harga Satuan tidak tertampung 
dalam Peraturan Gubernur ini, dapat dilakukan pemutakhiran 
Standar Harga Satuan berdasarkan: 
a. usulan SKPA; 
b. perubahan harga satuan; dan/ atau 
c. ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Aceh. 

Diteta kan di Banda Aceh 
anari 2024 
aj vu 1445 

UR ACEH,J 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada ta Jan2ri 2024 

"etlo 144(5 

en H ACEH, 
-{#@_t 

I 

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 2 
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